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Beliau dengan teliti memberikan masukan sesuai dengan keilmuan yang 

dimilikinya, selain itu dengan saya merasa bangga diuji oleh beliau, dimana 

berbagai pengalaman yang telah beliau miliki dan berbagai jabatan pernah 

ia jabat sehingga banyak memiliki pengetahuan yang luas dibidang hukum, 

sehingga masukan-masukan yang diberikan merupakan hal yang berarti 

bagi penulisan disertasi ini; 



 

 

x 

7. Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A. sebagai anggota tim penguji disertasi ini, saya 

juga merasa bangga karena guru menjadi favorit saya ikut menguji disertasi 

ini, sehingga menjadi sebuah kebanggaan yang tidak ternilai harganya bagi 

saya dalam menyelesaikan studi ini. Dalam kesibukannya sebagai ketua 

Presidium KAHMI Nasional beliau masih menyempatkan untuk 

memberikan sumbangsih keilmuan yang dimilikinya. Selain itu beliau 

memberikan masukan yang sangat berarti bagi disertasi ini, terima kasih 

yang tidak terhingga untuk beliau, semoga selalu diberikan keberkahan 

dalam upaya memberikan pencerahan dibidang keilmuan. 

8. Dr. Jufrina Rizal, SH., MA. selaku tim penguji dan juga sebagai dosen 

Penulis yang memberikan semangat dan pencerahan dalam melakukan 

penulisan disertasi ini. Selain itu beliau memberikan dasar-dasar keilmuan 

filsafat hukum sehingga Penulis menjadi sadar betapa sedikitnya 
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Universitas Indonesia. 
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Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat 

Pascasarjana Fakultas Hukum UI yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. yang 
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oleh Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D. berkat fasilitas yang ada dan diberikan oleh 

Ketua Program Pascasarjana yang membawahi keseluruhan manajemen dan 

administrasi, saya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan disertasi ini. Sekali 
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kepada pegawai sekretariat yang telah banyak membantu baik yang bersifat 
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terima kasih yang tidak terhingga kepada yang bersangkutan. Juga Penulis 
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ABSTRAK 
 
 
Nama  : Saiful Anam 
NPM  : 1406526605 
Program Studi : Ilmu Hukum 
Judul  : Pergeseran Fungsi DPR Dalam Pengisian Pejabat Negara 

  Pasca Reformasi 
 

Disertasi ini membahas tentang Pergeseran Fungsi DPR Dalam Pengisian Pejabat 
Negara Pasca Reformasi. Permasalahan serius keterlibatan DPR dalam pengisian 
pejabat negara pasca reformasi setidaknya terdapat 5 persoalan, Pertama tidak 
jelasnya kriteria Pejabat Negara yang mengharuskan melibatkan DPR dalam 
pengisian pejabat negara, sehingga DPR menginginkan terlibat dalam pengisian 
pejabat negara tidak hanya kepada jabatan yang memiliki kualifikasi sebagai 
pejabat negara. Kedua, terdapat perbedaan produk hukum yang mengatur tata cara 
pelibatan DPR dalam pengisian pejabat negara ada yang berupa produk hukum 
UUD 1945, UU, PP bahkan Perpres. Ketiga, terdapat perbedaan bahasa yang 
digunakan dalam pelibatan DPR dalam pengisian pejabat negara ada yang 
melakukan pemilihan, pertimbangan/rekomendasi, dan pengajuan bahkan 
konsultasi dalam pengisian pejabat negara. Keempat, terdapat perbedaan pelibatan 
dalam pengisian pejabat negara, ada yang melalui panitia seleksi, ada yang 
langsung melalui DPR bahkan ada yang dimajukan oleh Presiden. Kelima, adanya 
potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengisian pejabat negara yang 
melibatkan DPR. Disertasi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, 
dengan menggabungkan tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan studi literatur 
(library research)  dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 
pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan didukung oleh 3 (tiga) 
bahan hukum sekaligus, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode analisis induktif kualitatitif. 
Hasil disertasi ini menyarankan agar terdapat pelurusan fungsi right to confirm oleh 
DPR dalam Pengisian Pejabat Negara, yaitu dengan hanya memberikan konfirmasi 
atas pengangkatan pejabat publik tertentu oleh DPR (right to confirm). Sehingga 
DPR tidak melakukan hal yang bersifat teknis yaitu “the right to elect”, “right to 
select” dan bahkan “right to test”. Selain itu pelibatan DPR dalam pengisian pejabat 
negara perlu dibatasi terhadap jabatan yang memiliki kategori Pejabat Negara. 
Selain itu perlu dibentuk sebuah Komisi Pengangkatan yang berwenang melakukan 
seleksi dan memberikan catatan masukan berkaitan pelanggaran etika maupun 
track record calon/kandidat sebelum diangkat sebagai pejabat negara atau sebelum 
diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan (right to confirm), untuk 
kemudian ditetapkan oleh Presiden. Selain itu Komisi Pengangkatan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku pejabat negara. 
 
Kata kunci :  
Pergeseran Fungsi DPR, Pengisian Pejabat Negara dan Pasca Reformasi 
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ABSTRACT 
 
 
Name   : Saiful Anam 
NPN   : 1406526605 
Study Program : Legal Studies 
Title   : Shifting the Functions of the DPR in Filling  

  Post-Reform State Officials 
 

This dissertation discusses the Shift in the Functions of the DPR in Filling Post-
Reform State Officials. The serious problem with the involvement of the DPR in 
filling state officials, reformation has at least 5 state problems, First it does not 
explain the criteria for State Officials involving the DPR in filling state officials, so 
that the DPR involved in filling state officials does not only have positions that have 
qualifications as state officials. Second, there are differences in legal products that 
regulate the procedures for involving the DPR in state officials, some of which are 
in the form of legal products of the 1945 Constitution, Laws, Government 
Regulations and even Presidential Regulations. Third, there are differences in the 
language used in the involvement of the DPR in filling state officials, there are those 
who make elections, consider/recommend, and submit applications for filling state 
officials. Fourth, there are differences in the involvement of state officials, some 
are through the selection committee, some are directly through the DPR and some 
are even promoted by the President. Fifth, the potential for Corruption, Collusion 
and Nepotism in filling state officials involving the DPR. This dissertation uses a 
normative legal writing method, by combining three approaches at once, namely 
the literature research approach and the conceptual approach and the comparative 
approach, supported by 3 (three) legal materials at once, namely those which 
consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal 
materials, with qualitative inductive analysis method. The results of this dissertation 
are suggested that there is an alignment of the function of the right to confirm by 
the DPR in State Officials, namely by providing confirmation of certain officials 
by the DPR (the right to confirm). So that the DPR does not do things that are 
technical in nature, namely "the right to vote", "the right to vote" and even "the right 
to examine". In addition, the involvement of the DPR in filling state officials needs 
to be limited to positions that have the category of State Officials. In addition, it is 
necessary to form an Appointment Commission that conducts selection and 
provides records of ethical violations as well as track records of candidates for state 
officials or before being submitted to the DPR for approval (right to confirm), to be 
later determined by the President. In addition, the Appointment Commission has 
other authorities in order to maintain and respect the honor, honor, and behavior of 
state officials. 
 
Keywords: 
Shifting the Functions of the DPR, Filling State Officials and Post-Reformation 
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